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ABSTRAK 

Pemberian ganti rugi atas tanah yang terkena dampak pembangunan 

proyek long storage desa Leminggir belum terbayarkan secara keseluruhan. 

Sebagimana dalam undang-undang nomor 2 tahun 2012 bahwa ganti kerugian 

atas objek pengadaan tanah kas desa diberikan dalam bentuk tanah/bangunan 

atau relokasi. Maka dari itu skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan 

dalam dua rumusan masalah: bagaimana analisis undang-undang nomor 2 tahun 

2012 tentang ganti rugi proyek long storage desa Leminggir kecamatan Mojosari 

kabupaten Mojokerto; dan bagimana analisis siyāsah  dustūriyah tanfidhiyyah 

terhadap implementasi undang-undang nomor 2 tahun 2012 pada proyek long 

storage desa Leminggir kecamatan Mojosari kabupaten Mojokerto. 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yuridis empiris dengan data yang 

berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis data 

menggunakan pendekatan kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis 

sehingga menjadi data yang kronkrit mengenai ganti rugi atas tanah yang 

digunakan dalam proyek long storage yang terdapat dalam Undang-undang 

nomor 2 tahun 2012. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis 

menggunakan teori hukum islam, yaitu siyāsah  dustūriyah tanfidhiyyah. 

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, Pertama pihak BBWS 

Brantas tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan ganti rugi 

sebagimana telah diatur dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2012. Kedua, 

dalam teori siyāsah dustūriyah tanfidhiyyah, negara memiliki kewajiban untuk 

melaksanakan undang-undang dan kelalaian negara dalam melaksanakan 

kewajiban melanggar asas-asas siyāsah dustūriyah tanfidhiyyah dalam hukum 

tata negara islam. 

Sejalan dengan simpulan di atas, penulis menyarankan: Pertama, untuk 

pemerintah desa diharapkan untuk terus berupaya agar dapat mendapatkan 

kembali hak nya. Kedua, sebagai pelaksana Undang-undang hendaknya pihak 

BBWS Brantas melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan ganti rugi atas 

Tanah Kas Desa milik Desa Leminggir. 
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